
  
 

 

 
 

BUPATI PESISIR SELATAN 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN 

NOMOR   23  TAHUN  2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN                  

NOMOR 98 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN  BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP 

NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PESISIR SELATAN, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan jumlah bagi hasil 
pajak daerah, retribusi daerah dan pengembalian pajak 

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk 
Nagari Tahun Anggaran 2019 pada Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019, sehingga terjadi perubahan besaran 
bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah dan 

pengembalian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan untuk Nagari se – Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun 2019;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 98 
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan 

Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten Pesisir 
Selatan Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25 ) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21  Tahun 

1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1957 Nomor 77)  Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 

1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003  Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 



 

- 2 - 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 7Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601);   

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan  
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5864); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuagan 
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 
Tahun 2016 tentang Nagari; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 
Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019; 

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 
2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 

Tahun Anggaran 2019; 

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 
2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap 
Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah  Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

Anggaran 2019; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 4 - 

 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 98 

TAHUN 2018 TENTANG  TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH SETIAP NAGARI YANG BERSUMBER 
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019 
 

   

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 

Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi 

Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019, yang memuat lampiran diubah, sehingga ketentuan 

Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 6 

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan. 
 

 

        Ditetapkan di Painan 
        pada tanggal 23 Oktober 2019                          

BUPATI PESISIR SELATAN, 
 
 

                                                                                        dto 
 

        HENDRAJONI 

Diundangkan di Painan 

pada tanggal 23 Oktober 2019 

       SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN PESISIR SELATAN 
 

                            dto                      

 

               E R I Z O N 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 N0M0R 23 

 


